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ABSTRAK

Dalam  suasana  pembangunan  sebagaimana  di  negara  kita  sekarang  ini  kebutuhan  akan  tanah
semakin meningkat baik desa maupun di kota banyak sekali memerlukan tanah.  Sementara itu ada
sebagaian kegiatan kepentingan yang saling bertentangan, di satu pihak pembangunan negara sangat
membutuhkan tanah, di pihak lain sebagai rakyat indonesia memerlukan tanah untuk pemukiman
dan pencaharian. Tanah statusnya berbeda beda a). tanah negara di bawah departemen dalam negeri
b).  Tanah  yang  di  bawah  perorangan  atau  disebut  terdapat  hak  seseorang  atau  badan  hukum,
termasuk tanah adat. 
Diperbolehkanya pencabutan hak milik atas tanah dan benda benda yang ada diantaranya apabila
benar  benar  untuk  kepentingan  umum  yang  sangat  menghendakinya  yaitu  untuk  kepentingan
bangsa, negara, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan.Yang bertanggung
jawab  mengadakan  pencabutan  hak  adalah  pejabat  eksekutif  tertinggi  yaitu  presiden.  Beliau
berwenang memutuskan adanya pencabutan hak dan tidak boleh melimpahkan wewenangnya itu
kepada  orang  lain.  Sebagai  jaminan  bagi  pemilik  tanah  yang kena  pencabutan  hak,  hendaklah
pemilik hak tanah di berikan ganti rugi yang layak, yaitu berdasarkan nilai nyata tanah dan benda
benda bersangkutan.jika tidak puas dengan jumlah ganti  rugi yang telah ditetapkan, maka yang
terkena pencabutan dapat minta banding ke pengadilan tinggi. 
Hukum islam membenarkan adanya pencabutan atau membolehkannya dan bisaa menjadi wajib
jika  karena  tidak  dilaksanakannya  sangat  membahayakan  keselamatan/kemaslahatan  manusia.
Kepentingan umum yang karenanya di bolehkan penabutan hak, tanggung jawab pencabutan, dan
ganti rugi sebagai jaminan bagi pemilik tanah yang diatur dalam hukum positif indonesia adalah
sesuai dengan aturan hukum islam.
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